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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sebuah fakta bahwa manusia diciptakan di dunia
dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dan manusia pasti
membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena
manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai
makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan.
Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan
sesama manusia lainnya. Di mana satu dengan yang lain akan saling
sayang menyayangi dan ingin untuk saling bersama. Dalam bentuknya
yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga,
di mana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk
paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk
membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan
perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan
perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja
tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar

hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau



hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam pasal
1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.? Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut di
atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Dalam
pengertian yang lain, perkawinan juga diartikan sebagai akad yang sangat
kuat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu
akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah™. Maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa antara perkawinan dan agama mempunyai hubungan
yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir

atau jasmani, tatapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan

! Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, (Y ogyakarta: Liberty, 1989), 21.
2 Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 tahun 1974, psl 1
3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.



yang penting.* Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bila diperinci yaitu:®

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri.

2. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.

3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 adalah suatu bentuk tujuan yang ideal. Tujuan perkawinan
itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat
adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk
membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi
keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa®.

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan
tidak terpisahkan, di mana semua agama menawarkan aturan yang
mengatur masalah perkawinan tersebut. Pada dasarnya setiap agama
menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan
yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar
atau pondasi yang utama dalam setiap kehidupan manusia terutama
dalam masalah kehidupan berumah tangga, dengan memiliki pondasi
agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga yang dibangun

menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati mendapat berbagai

4 Djoko Prakoso, et al., Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia,(Jakarta: Bina Aksara, 1987),
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S Ibid., 3.
6 Ibid., 4.



permasalahan dan goncangan. Selain itu perkawinan yang berdasarkan
kesamaan agama dan pandangan hidup akan membahagiakan sepanjang
masa karena tuntutan agama langgeng melampaui batas usia manusia, dan
pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya’.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat
luas, tersusun atas belasan ribu pulau dari Sabang sampai Mereuke.
Wilayah yang luas tersebut menyebabkan adanya perkembangan
masyarakat atau golongan terhadap karakteristik mereka, yang mana
masing-masing karakteristik dari satu masyrakat atau golongan berbeda
dengan karakteristik masyarakat atau golongan yang lain. Perbedaan
karakteristik ini meliputi segi budaya, kesukuan, ras, bahasa maupun
agama. Kemajemukan karakteristik ini tidak bisa menghalangi kodrat
manusia sebagai makhluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup
sendiri. Alhasil kontak maupun interaksi antar suku, etnis, maupun antar
agama barang tentu tidak dapat dihindari lagi. Terlebih dengan adanya
perkembangan teknologi yang serba canggih sekarang ini, pergaulan antar
manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam lingkup masyarakat yang
sempit dan kecil. Adanya perkembangan teknologi ini menyebabkan
berkembang pesatnya hubungan manusia yang satu dengan yang lain,
sehingga dapat melewati dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan

agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu lagi tinggal di suatu wilayah

”M Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: lentera hati, 2009), 352.



hanya untuk mengetahui budaya atau berinteraksi dengan masyarakat asli
wilayah tersebut.

Dalam kondisi pergaulan yang ada dalam masyarakat seperti
sekarang inilah yang menyebabkan terjadinya banyak perkawinan
campuran, baik perkawinan campuran antar suku, perkawinan antar ras,
perkawinan antar etnis dan bahkan perkawinan antar agama. Sedang
perkawinan campuran yang selama ini selalu menjadi bahan perdebatan
baik antar negarawan, antar pakar hukum ahli agama dan bahkan ormas
keagamaan adalah perkawianan campuran antar agama. Banyak hal yang
melatar belakangi adanya perdebatan-perdebatan tersebut.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat
Indonesia telah mengajarkan bahwa haram hukumnya perkawinan
campuran antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik (non

muslim), hal ini disebutkan dalam firman Allah Swt:
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Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita ~ mu'min) sebelum  mereka  beriman.
Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan
izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-



perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran”.?

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam melarang dengan tegas
adanya perkawinan campuran antar agama, bahkan dijelaskan pula pada
ayat tersebut bahwa seorang wanita hamba sahaya yang muslim itu jauh
lebih baik untuk dikawini daripada wanita non muslim yang merdeka.
Adanya larangan perkawinan campuran antar agama tersebut ternyata
tidak mutlak adanya. Diperbolehkannya seorang muslim laki-laki
mengawini wanita-wanita ahlul kitab oleh sebagian besar fikih klasik
menjadi bukti masih adanya toleransi terhadap perkawinan campuran
beda agama, akan tetapi toleransi ini hanya terbatas pada
diperbolehkannya seorang laki-laki muslim mengawini wanita-wanita
ahlul kitab °. Perihal diperbolehkannya seorang laki-laki muslim
mengawini wanita-wanita ahlul kitab dapat dilihat dalam penjelasan
Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya, bahwa seorang laki-laki muslim
diperbolehkan untuk menikahi perempuan merdeka dari Ahlul kitab.’
Pernyataan yang ada dalam Fikih Sunnah ini didasarkan pada firman
Allah swt:
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8 Departemen Agama RI, al-Alquran dan Terjemahannya, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), 53.
% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, vol. 3, Abu Syauqina, (Matraman: Tinta, 2013), 336



Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal
bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan
dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al
Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud
berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.
Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima

hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari

kiamat termasuk orang-orang merugi’.!°

Masih dalam buku yang sama, Sayyid Sabiq juga juga menuliskan tentang
ketidak sepakatan Ibnu Umar terhadap diperbolehkannya perkawinan
lelaki muslim dengan wanita ahlul kitab. Di mana Ibnu umar mengiaskan
tentang diharamkannya wanita-wanita musyrik atas laki-laki muslim
dengan pengakuan ahlul kitab (dalam hal ini dalah orang-orang Nasrani)
bahwa Tuhan mereka adalah Isa a.s.!! Selain beberapa pendapat tersebut
di atas, Muhammad Jawad Mughniyah dalam Figih Lima Mazhabnya juga
menyatakan tentang diperbolehkannya laki-laki muslim mengawini
wanita ahli kitab, yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani oleh empat
Mazhab (imam Maliki, Shafi’i, Hanafi, dan Hambali).'?

Di Indonesia sendiri, perdebatan-perdebatan serta perbedaan
pendapat berkenaan tentang perkawinan beda agama hingga kini masih
santer terjadi. Perdebatan terjadi antara para akademisi, tokoh ulama,

ormas-ormas keagamaan dan bahkan masyarakat yang awam pun turut

19 Departemen Agama Rl, al-Alquran..., 158.
"' Sayyid Sabiq, Figih Sunnah. .., 337.
12 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2013), 336



memperdebatkannya. Ada pihak yang memperbolehkan dan adapula pihak
yang mengutuk secara keras terjadinya perkawinan beda agama. Pihak
yang seringkali secara terang-terangan memperbolehkan terjadinya
perkawinan beda agama adalah kelompok-kelompok Islam liberal. Mereka
berpendapat bahwa adanya larangan perkawinan beda agama yang ada
dalam kitab-kitab fikih klasik sudah tidak relevan dengan kondisi
sekarang ini. Mereka berpendapat juga bahwa dalam hukum figih yang
lama perempuan muslim tidak bisa menikah dengan laki-laki non muslim,
dengan dalih anaknya tidak akan menjadi Islam, maka alasan itu tidak
punya dasar empirik.!> Adanya gugatan gugatan seorang mahasiswa dan
empat alumni Universitas Indonesia (UI) terhadap larangan perkawinan
beda agama Pasal 2 ayat 1 UU No 1/ 1974 tentang perkawinan ke
Mahkamah Konstitusi (MK) semakin membuat menarik perdebatan yang
ada.!* Adanya gugatan uji materiil ini mendapat berbagai macam respon
dari berbagai macam kalangan, baik dari birokrat pemerintahan sampai
berbagai organisasi keagamaan. Bermacam hal tersebut membuktikan
bahwa dialektika berkenaan dengan perkawinan beda agama masih sangat
menarik untuk diperbincangkan.

Secara khusus, beberapa ormas keagamaan yang ada di Indonesia

memberikan respon terhadap adanya fenomena perkawinan beda agama

BNuryamin Aini, “Fakta Empiris Nikah Beda Agama”, dalam
http://Islamlib.com/?site=1&aid=678&cat=content&cid=12&title=fakta-empiris-nikah-beda-
agama.html, diakses pada 17 maret 2015.

4Republika, “Gugatan Perkawinan Beda Agama Disesalkan” dalam
http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/09/07/nbiujp-gugatan-perkawinan-beda-
agama-disesalkan.html, diakses pada 17 maret 2015
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yang ada saat ini, baik respon tersebut berisi larangan maupun
persetujuan terhadap perkawinan beda agama tersebut. Bentuk dari
respon organisasi keagamaan tersebut juga beragam, mulai hanya dengan
memberikan komentar lewat media massa, hingga dikeluarkannya fatwa-
fatwa hukum oleh para ahlinya. Adanya fatwa-fatwa hukum ini secara
tidak langsung ikut mempengaruhi pola fikir masyarakat Indonesia, di
mana pola fikir tersebut selalu diikuti oleh pola perilaku mereka. Banyak
anggapan pula, pada zaman sekarang ini, di saat umat semakin jauh dari
ajaran yang benar, fatwa serta bimbingan dari para ulama merupakan
salah satu solusi untuk membina umat. Sebagai salah satu produk hukum
yang sekaligus juga merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan para
ulama yang berkompeten di bidangnya, fatwa seringkali dijadikan sebagai
salah satu sumber rujukan dan sandaran hukum masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, mengetahui proses istinbat maupun penggalian hukum
dari fatwa yang ada menjadi penting untuk dilakukan. Dari pengetahuan
berkenaan dengan proses istinbat dan penggalian hukum ini, maka umat
Islam dapat memilah dan memilih fatwa yang sesuai dengan mereka.

Dari sekian banyak ormas Islam yang ada, beberapa melarang
secara mutlak adanya perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa fatwa berikut, yang antara lain adalah fatwa MUI dan Nahdlatul

Ulama:



1.
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Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4MUNAS VII/MUI/8/2008

tentang perkawinan beda agama, berisi pertimbangan-pertimbangan

sebagai berikut:

Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda
agama.

Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung
perdebatan di antara sesame umat Islam, akan tetapi juga sering
mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang
membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi
manusia dan kemaslahatan.

Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman
kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan
fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.'>

Dasar-dasar pengambilan hukum sebagai berikut:

a.

Alquran surah A/-Baqarah ayat 221
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Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun
dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
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15 Ma’ruf Amin, Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, et al, (Jakarta: Erlangga,

2011), 477.
16 |bid., 53.
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perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran”.

Al-Mumtahanah ayat 10
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka
hendaklah kamu wuji (keimanan) mereka. Allah lebih
mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu
Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-
suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi
orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal
pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami)
mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa
atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada
mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang
pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan
kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu
bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah
mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang
ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

b. Hadis tentang wanita-wanita yang utama untuk dikawini.

7 1bid., 924.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi saw.
beliau bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat
perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena
kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah
engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya,
niscaya kamu akan beruntung . (dikeluarkan dari HR.
Bukhori dalam Kitab Nikah)

c. Kaidah fikih

ladll s e pAE L g
Artinya:  “mencegah  kemafsadatan  lebih  didahulukan
(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”
d. Kaidah Sadd Adh-dhari‘ah
Sadd Adh-dhari‘ah ialah suatu kegiatan atau aktifitas yang
pada dasarnya dibolehkan  karena mengandung suatu
kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu
kemafsadatan
Ketetapan fatwa tentang perkawinan beda agama tersebut adalah:
a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
b. Perkawinan laki-laki muslim dengan ahlul kitab menurut kaul
muktamad adalah haram dan tidak sah.!
2. Keputusan Muktamar NU tahun 1962 dan Mu’tamar Thariqah

Mu’tabarah tahun 1968 tentang Nikah Antara Dua Orang Berlainan

18 Sholih bin Abdul Aziz, Kutubus Sittah, (Riyadh: Darussalam, t, th), 440.
19 Ibid., 481.
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Agama di Indonesia, berisi dasar pengambilan keputusan sebagai
berikut:2°
a. Macam perkawinan yang batal dalam Hashiyah al-Sharqawi

halaman 460
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20 LTN PBNU, Ahkamul Fugaha, (Surabaya: Khalista, 2011), 434.
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Artinya: “dan pernikahan seorang muslim dengan wanita nonmuslim

adalah kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala,
Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama
seperti itu karena firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu
menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman...” (QS. al-Bagarah: 221) dan karena
memenangkan hukum haram dalam kasus yang terakhir
(salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu).
Dan terkecualikan dengan kata “muslim” orang Kafir.
Namun dalam kitab al-Kifayah disebutkan tentang
keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala
untuk laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah
perempuan penyembah berhala halal dinikah bagi lelaki
penyembah berhala? Al-Subki berkata “Semestinya haram
bila kita berpendapat mereka dikhitabi dengan furu’
syariah. Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram”.
Apabila wanita tersebut kitabiyah murni, yaitu wanita
Israiliyah, maka wanita itu halal bagi kita muslimin, Allah
ta’ala berfirman: “(Dan dihalalkan mengawini wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi Al Kitab sebelum kamu...” (QS. al-Maidah:4),
maksudnya mereka halal. Yang dimaksud dengan al-kitab
adalah taurat dan injil, bukan seluruh kitab sebelum
keduanya, seperti shuhuf (lembar-lembaran) Nabi Syits,
Nabi Idris, Nabi Ibrahim —‘Alaihimussalam-. Sebab, kitab-
kitab itu tidak diturunkan dengan urutan yang dapat
dipelajari dan dibaca, yang diturunkan dengan urutan yang
dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan kepada para
nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut pendapat
lain, karena kitan-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah
dan nasihat-nasihat, bukan hukum dan syari’ah. Hukum
tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk
agama Israiliyah itu telah dinaskh (diganti dengan syariah

2L Ibrahim al-Syargawi, Hashiyah al-Sharqgawi ‘ala al-Tuhfah Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th),

237.
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lain), baik sebelum dinaskhnya itu diketahui secara yakin
atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama
tersebut semasa agama itu masih benar. Bila tidak, maka
perempuan itu tidak halal karena gugurnya keutamaan
agama tersebut. Atau perempuan itu bukan Israiliyah maka
halal karena ayat yang telah lewat (QS. al-Maidah: 4), bila
diketahui nenek moyangnya masuk agama tersebut
sebelum penyalinannya, meskipun setelah didistorsi bila
mereka terhindar dari agama yang telah didistorsi. Bila
tidak, maka tidak halal karena gugurnya kemuliaan
keutamaan agama tersebut dan karena mengambil hukum
yang terberat dalam kasus ketika mereka diragukan
memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan syariah
lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh Zakaria
al-Anshari) itu merupakan maksud ungkapan kitab asal
(Tangih al-lubab karya Abu zar’ah al-Iraqi, 762-826 H/
1361-1423 M). Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal
dengan syarat yang telah disebut dalam wanita Israiliyah
dan selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al-
Samiri dan wanita Nasrani sekte Sabi’ah, bila ushul al-
dinnya, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka
keduanya haram. Perincian hukum inilah yang dijelaskan
Imam Syafi’i dalam kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada
perincian itulah keterangan mutlak beliau, yaitu di satu
tempat halal dan di tempat lain tidak halal, diarahkan.
Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama
lain, seperti Yahudi atau penyembah berhala memeluk
agama Nasrani, redaksi itu lebih umum dari pada redaksi
kitab asal: “Orang Yahudi pindah ke Nasrani dan
sebaliknya”, maka hanya keislamannya yang diterima.
Sebab ia mengakui kebatilan agama yang ditinggalkan dan
pernah mengakui kebatilan agama barunya. Dan seorang
wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki nonmuslim, baik
wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan
ulama. Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun.
Tidak halal bagi laki-laki muslim karena dia wanita
nonmuslim yang tidak dibiarkan (seperti non muslim asli)
dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab masih
adanya hubungan islam padanya”.

Hasil dari keputusan Muktamar NU ini adalah perkawinan antara

dua orang berlainan agama di Indonesia adalah tidak sah.??

22 1bid., 434.
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Setelah melihat hasil keputusan hukum dua ormas di atas, secara
tidak langsung penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa
perbedaan dalam proses istinbat hukum mengenai perkawinan beda
agama tersebut.

Hal ini menjadi menarik, di mana pada zaman yang mengagung-
agungkan pluralisme ini tidak menghalangi ormas Islam tersebut untuk
melarang secara mutlak adanya perkawinan beda agama. Perdebatan
berkenaan dengan diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan antara laki-
laki muslim dengan wanita-wanita ahlul kitab yang ada saat ini semakin
menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian
terhadap istinbat hukum berkenaan dengan perkawinan beda agama
dalam fatwa ormas-ormas Islam ini terutama Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Nahdlatul Ulama. Kedua ormas Islam ini termasuk dalam
ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia, yang mana fatwa-fatwa
mereka dipercaya dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.

Melihat dari permasalahan di atas itulah yang memotivasi penulis
tertarik dan mencoba untuk meneliti lebih dalam tentang /stinbat hukum
MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama
yang kemudian penulis implementasikan dalam skripsi yang berjudul
“Studi Komparasi Istinbat Hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa

Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama”.
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B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1.

Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi

beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

a.

Metode istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah
Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda
agama.

Pertimbangan hukum dalam istinbat hukum komisi fatwa MUI
Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
terhadap perkawinan beda agama.

Dasar hukum dalam istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa
Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama.

Pola berfikir dalam 7s¢inbat hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur
dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama.

Persamaan dan perbedaan metode istinbat hukum komisi fatwa
MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur

terhadap perkawinan beda agama.

Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka

penulis membatasi permasalahan untuk dibahas sebagai berikut:
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a. Dasar hukum dalam istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa
Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama.

b. Persamaan dan perbedaan antara metode istinbat hukum komisi
fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa
Timur terhadap perkawinan beda agama.

c. Metode istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah
Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda
agama.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dalam J/stinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa
Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama?

2. Apa persamaan dan perbedaan metode istinbat hukum komisi fatwa
MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
terhadap perkawinan beda agama?

3. Bagaimana Metode istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur
dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan
beda agama?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh
mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa

banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam
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skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Di bawah ini ada

beberapa judul penelitian yang pernah ditulis sebelumnya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdi Pujiasih (UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta) yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan
Katolik”, membahas tentang persamaan dan perbedaan perkawinan
beda agama antara Agama Islam dan Katolik. Skripsi ini menjelaskan
tentang landasan utama pernikahan beda agama antara Islam dan
katolik dalam memandang adanya perkawinan beda agama, yang
selanjutnya memberikan rasionalisasi perkawinan beda agama
sebagai fakta pluralitas yang ada di Indonesia.??

2. Skripsi yang ditulis oleh Isna Nur Fitria (UIN Sunan Ampel) yang
berjudul “Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya (Studi
Komparasi antara Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia)”,
membahas tentang persamaan dan perbedaan hukum perkawinan
yang ada di Mesir dan Indonesia. Berisi tentang praktik perkawinan
beda agama yang ada di Mesir dan di Indonesia. Skripsi ini juga
membahas dampak dari adanya perkawinan beda agama tersebut.

Sebagai kesimpulan disebutkan beberapa persamaan dan perbedaan

berkenaan dengan perkawinan beda agama yang ada di Mesir dan

23 Abdi Pujiasih yang berjudul “ Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik ~ ( Skripsi
--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009)
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Indonesia, selanjutnya skripsi ini juga menjelaskan akibat adanya
perkawinan beda agama tersebut.?*

Perbedaan penelitian di atas dengan topik yang akan peneliti teliti
adalah dengan pembahasan skripsi ini, penulis meneliti tentang istinbat
hukum yang dilakukan oleh MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur
terhadap perkawinan beda agama sedang kedua penelitian di atas lebih
condong membahas tentang praktik perkawinan beda agamanya saja.
Oleh karena itu penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti
permasalahan ini.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang fatwa MUI dan
Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap perkawinan beda Agama, adapun
rincian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam metode istinbat hukum komisi
fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa
Timur terhadap perkawinan beda agama.

2. Untuk mengetahui secara mendalam dasar hukum dalam istinbat
hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail

PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama.

24 Isna Nur Fitria, “Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya (Studi Komparasi antara Hukum
Perkawinan Mesir dan Indonesia)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel , Surabaya, 2014).
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa metode dan dasar hukum dalam
istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul
Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama.

F. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal
memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan
sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis
Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam
rangka memperkaya khasanah pemikiran dalam bidang hukum Islam,
khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga.

2. Manfaat praktis
Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan
mahasiswa Fakultas Syari’ah khususnya serta dapat dijadikan sebagai
pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi
yang lebih mendalam yang pembahasannya berkaitan perkawinan
beda agama.

G. Definisi Operasional
Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah
pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan

definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di

dalamnya, diantaranya sebagai berikut:
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1. Istinbat. Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang
terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi)
naluriah.?> Dalam pengertian yang lain, Istinbat juga dapar diartikan
dengan men-fatbig-kan secara dinamis nash-nash yang telah
dielaborasi oleh fugaha pada persoalan-persoalan yang dicari

hukumnya.?

Sedang pengertian [stinbat yang dimaksud pada
penelitian ini penulif fokuskan pada Istinbat dalam komisi fatwa MUI
Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

. Perkawinan beda agama: adalah perkawinan antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan warga Negara Indonesia yang agamanya
masing-masing berbeda.?’” Perkawinan beda agama yang penulis
paparkan disini tidak hanya terbatas pada perkawinan orang muslim

dengan ahlul kitab, akan tetapi juga perkawinan antara orang muslim

dengan orang nonmuslim secara umum.

H. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian analisis

deskriptif, agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sitematis, jelas,

dan benar. Maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai

berikut:

1. Data yang dikumpulkan

25 Totok Jumantoro, et al, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Yogyakarta: Amzah, 2005), 142.
26 Abdul Mughits, et al, Kritik Nalar Figh Pesantren, (Jakarta: Kencana, 2008), 192.

27 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan
No.1/1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 10.
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Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data tentang istinbat hukum MUI Jawa Timur terhadap perkawinan
beda agama.

b. Data tentang istinbat hukum Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama.

c. Data lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap
istinbat  hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama

2. Sumber data
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagaimana
berikut:

a. Sumber data primer
Yaitu sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan
masalah yang dibahas yang diperoleh di lapangan.?® Seperti:

1) Hasil wawancara dengan KH. Abdurrahman Navis selaku ketua
Komisi fatwa MUI Jawa Timur.

2) Hasil wawancara dengan Ahmad Muntaha AM selaku wakil
sekretaris Komisi bahtsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

b. Sumber data sekunder

28 Bambang Sungkono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.



24

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang

mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari:

1) Data yang diperoleh dari buku “Himpunan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Sejak 1975”.

2) Data yang diperoleh dari buku “Ahkamul Fuqaha’.

3) Dokumen kegiatan [Istinbat hukum Komisi fatwa MUI Jawa
Timur Komisi bahtsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

3. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,
penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Melakukan wawancara kepada ketua Komisi fatwa MUI Jawa Timur
dan Komisi bahtsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

b. Studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh
melalui melalui buku-buku, dokumen, peraturan peraturan dan lain-
lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.?

4. Metode analisis data
Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu
suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari
wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga teknis analisis data

yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan

» Tatang M. Amin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.
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mengumpulkan data, dianalisis, kemudian diinterpretasikan dari data
tersebut untuk diambil kesimpulan.3°

Secara teknis, penelitian ini mendeskripsikan mengenai istinbat
hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap perkawinan beda
agama dilanjutkan dengan analisis terhadapnya, kemudian dibandingkan
perbedaan dan persamaannya.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan
kesimpulan terhadap istinbat hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa
Timur terhadap perkawinan beda agama. Adapun pola pikir yang
digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah
menggunakan pola pikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman skripsi ini, maka
pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun
penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang berhubungan satu

dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar
belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

30 Winarno Surakhmad, Pengantar penelitian llmiah, Dasar Metode dan Teknik, (Bandung:
Mizan, 1990), 139.
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Bab Kedua, bab ini membahas tentang landasan teori, meliputi
pengertian istinbat hukum, metode istinbat, macam-macam metode

istinbat hukum, ijtihad sebagai metode beristinbat, metode ijtihad.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang istinbat hukum komisi
fatwa MUI Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, putusan hukum
komisi fatwa MUI Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama,
metodologi istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama, dasar hukum dalam zstinbat hukum komisi fatwa
MUI Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, istinbat hukum lajnah
bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama,
putusan hukum beda agama lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur
terhadap perkawinan beda agama, metodologi istinbat hukum lajnah
bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, dan
dasar hukum dalam istinbat hukum lajnah bahtsul masail PWNU Jawa
Timur terhadap perkawinan beda agama.

Bab Keempat, bab ini membahas tentang analisa data, yakni
membahas persamaan metode 7stinbat hukum MUI Dan Nahdlatul Ulama
Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, perbedaan metode istinbat
Hukum MUI Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap perkawinan
beda agama, analisis teori istinbat dalam metodologi istinbat hukum
komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahtsul masail PWNU Jawa

Timur terhadap perkawinan beda agama.
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Bab Kelima, merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi

penutup berupa Kesimpulan dan Saran.
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